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TOLAK REVISI UU PILKADA: Foto udara massa melakukan aksi menolak pengesahan Revisi UU

Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Unjuk rasa tersebut merupakan bagian

dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver

mengabaikan putusan MK.

KETIDAKTAATAN BISA DISEBUT KORUPSI KONSTITUSI

DPR Harus Jadi Teladan Patuhi Undang-Undang

Demikian antara lain pernyataan

sikap Asosiasi Pengajar Hukum Tata

Negara dan Hukum Administrasi Nega-

ra (AP HTN-HAN) DIY, PP Muham-

madiyah, Jaringan Gusdurian dan

Fisipol UGM, yang diterima KR, Kamis

(22/8). Pernyataan itu disampaikan un-

tuk merespons pembahasan RUU Pil-

kada pascakeputusan MK mengenai

pengajuan calon kepala daerah dan

batas usia calon.

”Dalam sistem konstitusi negara In-

donesia, keputusan MK adalah final dan

mengikat sesuai bunyi pasal 24C UUD

1945 yang menyatakan, kewenangan

MK di antaranya mengadili pada ting-

kat pertama dan terakhir yang putusan-

nya bersifat final untuk menguji un-

dang-undang terhadap UUD 1945. 

Semua elemen wajib taat menjalan-

kan apa yang diputuskan MK tanpa

bisa menempuh upaya lain. ”Tidak me-

naati putusan MK adalah bentuk pem-

bangkangan dan pengkhianatan pada

konstitusi,” tandas Direktur Jaringan

GUSDURian, Allisa Wahid. 

Oleh karena itu, ia tegas meminta  pe-

merintah untuk menghentikan pemba-

hasan RUU Pilkada.  Sedang AP HTN-

HAN DIY dalam siarannya persnya me-

nyatakan, bila sikap Presiden dan DPR

yang tidak patuh dan melawan putusan

lembaga peradilan (MK) tersebut meru-

pakan bentuk pengkhianatan terhadap

konstitusi. Hal ini disebut Ketua AP

HTN DIY Prof Ni’matul Huda, merusak

tatanan negara Indonesia berdasarkan

hukum (rule of law). ”Presiden dan DPR

secara pongah telah mempertontonkan

sikap otoriter dan diktator serta meng-

khianati daulat rakyat,” tandasnya.

Mereka dalam seruannya, jelas

menegaskan, bila RUU Perubahan

atas UU Pilkada secara terang ben-

derang telah membunuh proses pemi-

lihan kepala daerah yang kompetitif

serta melanggar hak-hak sipil-politik

warga negara atas kesempatan dan ke-

setaraan hak memilih dan dipilih

dalam konteks daulat rakyat.

Dalam tradisi Jawa yang juga diajar-

kan  Raja-raja Jawa, ada wejangan Aja

dumeh, alias  jangan ‘mentang-men-

tang’. Kemudian aja adigang (memak-

sakan kehendak), aja adigung (jangan

menindas) dan aja adiguna (jangan

menggunakan kecerdasan) untuk me-

manipulasi dan mengambil keungun-

gan. Apalagi lanjut Ni’matul Huda,

mempertahankan peribahasa Jawa asu

gedhe menang kerahe. 

Sementara PP Muhammadiyah DPR

sebagai lembaga negara yang merepre-

sentasikan kehendak rakyat semestinya

menghayati betul dasar-dasar berne-

gara yang mengedepankan kebenaran,

kebaikan dan kepentingan negara dan

rakyat dibanding dengan kepentingan

politik kekuasaan semata. DPR sebagai

pilar Legislatif lanjut Muíti  hendaknya

menghormati setinggi-tingginya lemba-

ga Yudikatif, termasuk Mahkamah

Konstitusi 

”Jadi tidak semestinya menyalahi ke-

putusan MK dengan melakukan pemba-

hasan RUU Pilkada 2024,” tandas Se-

kum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. 

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku

Buwono X juga ikut angkat bicara. Sul-

tan meminta massa yang menggelar ak-

si untuk menyampaikan aspirasi de-

ngan tertib dan kondusif. Unjukrasa

boleh dilakukan asal aspirasi yang di-

sampaikan jelas dan dilakukan dengan

tertib dan kondusif serta tidak menim-

bulkan kerugian bagi masyarakat. 

(Fsy/Ria)-f

UMUMKAN 163 BACAKADA DI 70 DAERAH

Megawati Ingin Dikenalkan ’Raja Jawa’
JAKARTA (KR) - PDI Perjuangan

mengumumkan 163 bakal calon bupati/

wali kota di 78 daerah pada Pilkada 2024.

Pembacaan nama-nama bakal calon ke-

pala daerah yang diusung PDI Perjuangan

itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal

PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di

Kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta,

Kamis (22/8).

Hasto menyebutkan nama-nama bakal

calon kepala daerah yang diusung PDI

Perjuangan ini diumumkan melalui ta-

yangan video yang berisi nama serta daftar

wilayahnya. Sebelumnya, Hasto juga

mengumumkan enam bakal pasangan ca-

lon gubernur dan wakil gubernur yang di-

usung PDI Perjuangan pada Pilkada 2024.

Adapun enam provinsi itu, yakni Kepu-

lauan Riau, Jambi, Kep. Bangka Belitung,

Bali, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Sedang untuk calon kepala daerah yang

diusung pada Pilkada Jakarta, Hasto

mengaku partainya masih menunggu ke-

putusan akhir dari Ketua Umum Mega-

wati Soekarnoputri. ”Untuk Jakarta masih

menunggu pengumuman dari Ibu Ketua

Umum,” kata Hasto.

Pengumuman gelombang kedua ini di-

lakukan di hadapan Ketua Umum DPP

PDI Perjuangan Megawati Soekarno-

putri dan jajaran DPP PDI Perjuangan.

Terlihat hadir pula putra Megawati yang

juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang

Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo,

Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasio-

nal PDI Perjuangan sekaligus Wakil

Sekjen PDI Perjuangan Adian Napitu-

pulu, dan pakar hukum tata negara yang

juga mantan Ketua Mahkamah Konsti-

tusi (MK) Mahfud MD.

Saat menyampaikan pidatonya, Mega-

wati meminta Ketua Umum Partai Golkar

Bahlil Lahadalia mengenalkan dirinya

kepada ‘Raja Jawa’. Awalnya, salah satu

staf Megawati menyampaikan ada yang

menarik pada berita pagi ini mengenai

pidato Ketua Umum Partai Golkar Bahlil

Lahadalia pada penutupan Munas Partai

Golkar.

”Saya ketawa, ketawanya, sudah dia

ngomong ‘Raja Jawa’. Kayak dia mengerti

artinya ‘Raja Jawa’, dia kan orang Papua.

Makanya saya langsung sambil sarapan

ketawa, wih,” kata Megawati.  (Ant/Has)-f

YOGYA(KR) - Apa yang dilakukan lembaga legislatif (DPR) dan
eksekutif (Presiden) yang semestinya menjadi garda terdepan
memberikan teladan dan contoh yang baik mematuhi hukum, jus-
tru menunjukkan pembangkanan terhadap konstitusi. Ketidak-
taatan itu bisa disebut bentuk korupsi tatanan konstitusi yang
berpotensi menciptakan krisis hukum di masa depan. Seharusnya,
DPR menjadi teladan mematuhi undang-undang (UU).


